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ABSTRAKSI
DIMAS ADITIAATMAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Pelaksanaan Sanksi Administras Berdasarkan Pasal
19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang
Retribus Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata
Kabupaten Tuban). Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber patagagaerah. Salah
satu bentuk nyata retribusi daerah ini adalah nesii pelayanan pasar. Di
Kabupaten Tuban, terdapat permasalahan dimanausitripelayanan pasar
seringkali mengalami keterlambatan, sehingga wagitsibusi terkena sanksi
administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi idalam Pasal 19 Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentabhgoB& Pelayanan Pasar.
Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan saulksinistrasi berdasarkan
Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. ®wnT&2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dan upayagmniangannya pelaksanaan
sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peralaarah Kabupaten Tuban No.
04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendakaturidis sosiologis.
Lokasi penelitian adalah di Dinas Perekonomian dRariwisata sub Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah di KabupatesnTWntuk mengumpulkan
data, peneliti menggunakan teknik wawancara untekdapatkan data primer
serta studi pustaka serta penelusuran akses intentgk data sekunder. Dalam
menganalisis data, peneliti menggunakan metodeaigétkualitatif.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pevesta tarif retribusi
pelayanan di pasar Kabupaten Tuban diukur berdasarkgkat pengguna jasa
dan tarif retribusi, pemungutan pembayaran retrilpedayanan dilaksanakan
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tubanbekerjasama dengan
Unit Pelaksana Dinas Pasar Kabupaten Tuban seb&ghektor yang
pemungutannya dilakukan oleh petugas UPTD. Jemgsggaran dalam retribusi
adalah keterlambatan pedagang dalam membayarustrderta memindahkan
izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seiziTDUPSanksi dalam
Pelangaaran retribusi pasar ini berdasarkan PaSalyditu berupa denda
administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retriyasig terutang. Hambatan
dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah: gnyankesadaran pedagang,
kurang tertibnya pelaksanaan administrasi, dan ipgshan hak milik dari
pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa perhbarnt&epada UPTD Pasar.
Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilakukarayap Meningkatkan
kesadaran wajib retribusi, peningkatan kompeter3M Saparatur, melakukan
pendataan retribusi, monitoring dan pengawasaa geragihan, koordinasi dan
konsultasi, pemenuhan sarana mobilitas.

Sedangkan saran yang bisa diberikan antara lairk pggmbuat Peraturan
Daerah di Kabupaten Tuban, agar mengenai sanksi Pagal 19 Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pédah diperjelas dan
dipertegas. Kemudian diperlukan pengawasan dalarh rea@ibusi untuk
menghindari adanya pelanggaran di lapangan. Sefairsosialisasi tentang
retribusi pelayanan pasar juga perlu ditingkatkan.

Kata kunci : sanksi administrasi, retribusi, retribusi pelayanan pasar



ABSTRACT
DIMAS ADITIAATMAJA, Public Administration Law. Faculty of Law.
Brawijaya University. Application of Administration Sanction According to
Section 19 Regional Regulation of Tuban Regency Number 04 Year 2011 About
Market Service Retribution (Study in Economy and Tourism Department of
Tuban Regency) Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.

Regional retribution is one of regional income seurOne of the real form
of this regional retribution is market service imition. In Tuban Regency,
there’s a problem where market service retribuisoaften late, so the retribution
subject receive administration sanction. The adstri@iion sanction is managed in
section 19 regional rule of Tuban Regency Numbéfedr 2011 about Market
Service Retribution. The research revealed abounirastration sanction
application according to section 19 Regional Regutaof Tuban Regency
Number 04 year 2011 about Market service retributiad its eradication effort
according to section 19 Regional Regulation of TuB&gency Number 04 year
2011 about Market service retribution

In this research, researcher uses juridical sagistcapproach. Research
location is in Economy and Tourism Department obdm Regency. To collect
the data, researcher uses interview techniquettprgeary data and library study
also internet access for secondary data. In amajyziata, researcher uses
gualitative descriptive method.

From the research, it can be found that servicéteion rate establishment
in Tuban Regency market is measured according teiceeusage level and
retribution rate, the retribution payment is dong Bconomy and Tourism
Department of Tuban Regency, cooperated with Madgplication Unit of
Tuban Regency as collectors which the collectiondasme by UPTD staff.
Violation in retribution is lateness in paying fbtition and moving the trade
permission to other trader withoUPTD’s permission. Sanction in this violation
according to section 19 Regional Regulation of TuB&gency Number 04 year
2011 about Market service retribution is administra sanction for 2% each
month from debted retribution Obstacles in admiaigin sanction are: lack of
trader's awareness, lack neat of administratiodiegtpn, and exchanging rights
from old trader to new trader without acknowledgem® UPTD. Then to
overcome such obstacles, there did some actiompoove retribution subject
awareness, raising human resource’s competensg deimibution recording,
monitoring and supervising, also collecting, cooation and consultation,
mobility facility establishment.

Suggestion given to Rule maker in Tuban Regencyhababout sanction
in section 19 Regional Regulation of Tuban Regevagnber 04 year 2011 about
Market service retribution should be stricten. Iscaneeds more monitoring in
retribution to avoid violation in field. Socializah is also needed to be increased.
Keywords. Administration sanction, retribution, market deev
retribution



A. Pendahuluan

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pemaapatrah dari
pendapatan asli daerah, menurut Pasal 158 ayaindang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 yang pelaksanaanya di daerah diahih llanjut dengan
Peraturan DaerahPasal tersebut merupakan penegasan dari Undaraptnd
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amanderkieususnya Pasal
23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutagdaim bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Wewenang mengenakan pungutan retribusi atas pekdsetempat
untuk membiayai layanan masyarakat merupakan wesuy penting dalam
sistem Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, PembrDéerah baik provinsi
maupun kabupaten / kota memiliki kewenangan menganaretribusi,
meskipun jumlah penerimaan retribusi daerah rell#€il dibandingkan
dengan penerimaan pajak nasional. Sistem retritbaisiah yang digunakan
selama ini mengandung banyak kelemahan sehinggéatarang diperoleh
lebih kecil daripada besarnya beban retribusi ydiemban oleh masyarak%lt.

Di dalam melaksanakan pemungutan retribusi daeRsmerintah
daerah selain berdasarkan pada Undang-Undang N@®orahun 2009
tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dagugh, berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang Nomadratfin 2008 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33nTaB04 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d&egaerintah Daerah.
Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan PetaieiNomor 91 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentatripusi daerah
tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan delssadgr daerah yang

lebih baik, maka Kabupaten Tuban telah menetapkearati¥an Daerah

! Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32rT2B@4 tentang Pemerintah
Daerah
% Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesiéellow Printing, Jakarta. 2007, h.13



sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutaibusetrdi daerah
Kabupaten Tuban.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dgm pengaturan
denda administrasi terhadap pemungutan retribusgiatia khususnya retribusi
pasar apakah sudah sejalan dengan ketentuan yiahgdiéetapkan dalam

undang-undang.

Rumusan M asalah
1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi berdasafkasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahurl 26dtang
Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Hambatan apa saja yang dialami pelaksanaan sarksinigtrasi
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupatean TNbmor 04
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulaargbhatan tersebut?

B. Kajian Pustaka
Kajian Umum Tentang Negara Hukum dan Otonomi Daerah
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasgartl Republik

Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik iadia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itugiliatas kabupaten dan kota
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempumemerintah daerah
yang diatur dengan undang-undang’. Sebagai negateunt setiap
penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah betdagpada hukum yang
berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisagandung arti bahwa
urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemadrdm pusat dan urusan
pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat perafrimpusat dan ada
perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonoraituykebebasan dan

kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusanhriamgga daerah.

% Ridwan HR, Hukum Administrasi NegardrajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, h. 17



Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasulgl@oalisasi
dan reformasi telah memberikan pengalaman yangpcbkuarti, antara lain
kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusatasarkan pendekatan
dari pusat ke daerah (sentralisasi) sudah tidakasdsgi dengan keadaan di
daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidalsesudara kebijaksanaan
yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah hdataus segera dibuat
sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat stratefgdah satu
kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dermagtisk saat ini adalah
otonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengelueajakan melalui
Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitardgpdndang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang teladvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembantdaerah dan
kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor &3 2004 tentang
perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletald@bghan mendasar
dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisagyefian pemerintahan
daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 20@t4rtg Pemerintah
Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintatedm pgimerintah daerah
dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembardeagan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipaNefesatuan Republik
Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Un8asgr Republik
Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi daerah yangyartalah wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengsemsliri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempdasiekan peraturan

perundang-undangdrDengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah dapat

berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiridd&nbergantung pada
Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mampu tmepgadapatan dan

pengeluarannya sendiri.

* Widjaja, Otonomi dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persalikarta 2011, h. 76



Kajian Umum tentang Retribusi Daerah
Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayasn gtau izin
tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintanabdaentuk kepentingan
pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakesifdi langsung, yaitu
hanya yang membayar retribusi yang menikmati bakse dari negara. Salah
satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanasehatan pada rumah sakit
yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yangininmendapatkan
pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah hammbayar retribusi
yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pembayatas jasa pelayanan
kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetajaiktiada paksaan secara
yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untukbagar retribusi karena
setiap orang bebas untuk memilih pelayanan keselyatay diinginkannya.
Sanksi terhadap Retribusi Daerah

Retribusi ini dikenakan terhadap wajib retribusalain hal ini adalah
pedagang pasar. Dalam pelaksanaan pembayaramsep#sar, apabila wajib
retribusi tidak membayar retribusi sebagaimana ydingjibkan, maka akan
dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasialah sanksi yang
dikenakan terhadap pelanggaran administrasi ateenten undang-undang
yang bersifat administrasi.

Dalam penelitian ini, sanksi yang dikenakan addlaidasarkan Pasal
19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentamipR&itPelayanan Pasar
yang berbunyi: “Dalam hal wajib retribusi tertetilak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksinégtrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retiylangj terhutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggun@keat Tagihan Retribusi
Daerah.®

Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten TubaroiNo#a Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutiasa f'wajib retribusi

tertentu’, yang dimaksudkan disini adalah dalamtisk&@wajiban retribusi,

® Marihot P. SiahaarRajak Daerah dan Retribusi DaeraRajawali Pers, Jakarta 2009.
h.5

® Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nedribahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar



terdapat bermacam-macam jenis retribusi yang dkemaatas pedagang
pasar. Antara lain retribusi wajib harian dan betsi bulanan.

Retribusi yang dikenakan sanksi jika tidak atauakgrdibayar adalah
retribusi bulanan. Apabila wajib retribusi tidak migayar retribusi bulanan,
setiap bulan akan dikenakan bunga 2% dan jika nmasinunggak sampai 3
kali penagihan atau selama 3 bulan maka ijin dag&ag di cabut oleh pihak
UPTD. Dalam pelaksanaan sanksi administrasi, PESaPeraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 dijadikan Isada untuk
melaksanakan tagihan terhadap pihak wajib retrilolasam hal ini adalah

pedagang pasar yang terlambat dalam membayarusitrib

C. Metode Penelitian
Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiraity mengetahui
hukum yang berlaku di masyaraKat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis $og® yakni
menganalisis masalah hukum yang memerlukan peratekatara sosiologis
untuk memecahkan permasalahan tersebut.

L okas Pendlitian
Lokasi penelitian bertempat di Dinas Perekonomian Bariwisata sub Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tuban
Jenisdan Sumber Data
Sumber data primer di penelitian ini diperoleh kuntg dari
lapangan, dalam hal ini ialah sub UPTD Pasar DPexekonomian dan
Pariwisata, serta pedagang yang terdapat di Paasarab Kabupaten
Tuban.
Guna melengkapi penulisan ini digunakan data sekurydng
diperoleh dari buku kepustakaan, dokumen berupatyran perundang-
undangan yang berlaku, serta penelusuran aksesahtgang membahas

7 Zainuddin Ali Metode Penelitian HukunSinar Grafika,Jakarta, 2009, h.30
8 Bahder Johan Nasutiokletode Peneletian llmu Hukyrilandar Maju, Bandung. 2008,
h. 130



tentang pelaksanaan sanksi administrasi dalam kaibRsi Pelayanan
Pasar.
Teknik dan Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawardzameStudi Pustaka
Analisis Data
Metode yang digunakan untuk menganalisa data yajaglikkhn jawaban
rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalahblisis deskriptif
kualitatif

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Sanksi Administras berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribus Pelayanan Pasar
Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang sebagaib watribusi
terlambat membayar retribusi antara lain adalah:
1) Merasa tidak ada tagihan dari UPTD dan tidak ada inisatif pribadi
untuk membayar
Ketika UPTD tidak melakukan penagihan, maka terkgda
pedagang tidak memiliki inisiatif pribadi untuk mieayar retribusi
tersebut.
2) Beberapa kali terlambat membayar sehingga denda menumpuk dan
terlalu besar untuk dibayar pedagang
Salah satu kesalahan yang sering dilakukan olehgaexd di pasar
adalah menumpuk denda ketika terlambat membayatikaKderlalu
menumpuk, jumlah denda justru tidak terbayar okstieggang pasar.
3) Tidak mengetahui kemana harus membayar retribusi
Hal ini berhubungan erat dengan sikap pasif pedagasar dalam
membayar retribusi. Seringkali mereka menunggugiitaleh petugas
UPTD karena beralasan tidak tahu kemana harus m@mbatribusi

tersebut.



4) Memindahtangankan hak berdagang di pasar tanpa melapor pada

UPTD

UPTD berhak mencabut izin pedagang pasar seteldhgpag

menerima 3 Kkali peringatan lisan dan satu kalingadan tertulis. Namun
selama ini, belum pernah ada pedagang yang tergeneabutan izin.
Biasanya izin berdagang di pasar tersebut kemutigindah tangankan
atau dijual kepada orang lain oleh pedagang yarigena peringatan.
Dalam pelaksanaannya, sering ditemui peristiwa damgedagang
memindah tangankan izin berdagang karena tidak mampmbayar
sanksi retribusi. Semestinya, pihak yang mengaatibiltempat pedagang
tersebut melapor terlebih dahulu ke UPTD, sekaligpesnbayar retribusi
terhutang dari pedagang yang memindah-tangankarb&idagang yang
dimilikinya.

Untuk pelanggaran berupa keterlambatan dalam meanbestribusi,
berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor Of/T201l tentang Retribusi
Pelayanan Pasar yang berbunyi: “Dalam hal wajibvibiegi tertentu tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang membaijkenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perséiap $ulan dari Retribusi
yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar di@git dengan menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Daerah” maka sanksi untl&nggaran retribusi berupa
keterlambatan membayar tersebut adalah berupa demdaistrasi berupa bunga
sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang temguta

Dalam prakteknya, penagihan ini dilakukan oleh gasuUPTD kepada
pedagang sembari menyertakan tagihan denda padsmpearan bulan berikutnya.
Kemudian apabila setelah tiga kali peringatan liskam satu kali peringatan
tertulis pedagang tidak juga membayar sanksi adtnasi tersebut, maka UPTD
mencabut izin berdagang dari pedagang bersangkitnun selama ini belum
pernah ada kasus dimana pedagang sampai diaalmyazoleh UPTD. Biasanya
hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaanteukadang diselesaikan dengan

cara memindahtangankan izin berdagang kepada pegltganya.



Hambatan Pelaksanaan Sanks Administrasi berdasarkan Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Retribus Pelayanan Pasar
1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanks pada
wajib retribusi pelayanan pasar
Dari hasil penelitian penulis, sanksi administrgag dikenakan pada
retribusi pasar apabila terjadi keterlambatan dataembayar retribusi tidak
bersifat ketat, sehingga seringkali terjadi situa#&inana retribusi yang
seharusnya dibayarkan oleh pedagang secara regalgadi bertumpuk dan
terkena sanksi administrasi berupa denda. Padahahati terjadi, seringkali
wajib retribusi, yaitu pedagang pasar, lalu mengajupermohonan untuk
pengurangan sanksi administrasi. Kemudian apabid&s@nakan sanksi yang
lebih tegas, yaitu dilarang berjualan di pasar, ar@édagang mempertahankan
diri, sehingga permasalahan sanksi administrasnemjadi berlarut-larut.
2. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah, yaitu pedagang Pasar
Kesadaran pedagang pasar masih menjadi salah sanagalahan
utama timbulnya keterlambatan dalam pembayaraibustrpelayanan pasar,
yang kemudian berujung pada sanksi administrasy yhkenakan terhadap
pedagang pasar tersebut.
3. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata
Pegawai yang dimaksudkan disini adalah pihak UPE3aP yang
bertugas untuk melaksanakan penagihan. Terkadangamr penagihan
diserahkan kepada pegawai dengan kemampuan korsunikag kurang
baik. Sehingga penyampaian untuk penagihan, sestmgsalahan denda
seringkali menimbulkan kesalahpahaman dengan pedagasar. Sering
terjadi situasi dimana perhitungan yang dilakuk#eh getugas tidak sama
dengan perhitungan yang dilakukan oleh pedagangrpashingga ketika

dilaksanakan penagihan, hal ini seringkali menirkélpermasalahan.
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4. Pengolahan data yang belum tertata secara baik

Pengolahan data yang dimaksudkan disini adalah hmksrang
teraturnya pencatatan yang dilakukan oleh UPTDaitrdkengan data wajib
retribusi, yaitu pedagang pasar, besar tagihata sanksi administrasi yang
perlu dibayarkan. Hal ini juga turut menghambat gmakan sanksi
administrasi terhadap pedagang pasar. Tidak jamihgk UPTD baru
mengetahui bahwa seorang pedagang semestinya deskeksi administrasi
setelah beberapa bulan. Hal ini juga erat kaitandgagan banyaknya
pedagang pasar yang perlu didata sedangkan sunalyar danusia yang
melakukan pendataan di kantor UPTD hanya ditangkefi beberapa orang
saja.

5. Pedagang lama memindahkan hak milik kepada pedagang yang baru
tanpa melapor kepada UPTD
Perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedpgamg baru tanpa
pemberitahuan kepada pihak UPTD pasar sehingga gy@rdn sisa utang
retribusi yang seharusnya menjadi tanggungjawabgaed) lama dibebankan
kepada pedagang yang baru. Hal ini menjadikan @edagang baru merasa
keberatan.

Upaya Menanggulangi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Administras

ber dasar kan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

1. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi dengan memberikan informasi
yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara
lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio

UPTD telah berupaya melakukan sosialisasi melglanduk dan secara

langsung juta mengunjungi pedagang pasar untuk ef@skpn tentang
pentingnya retribusi, terutama pada saat pegawail DURmelakukan
penagihan. UPTD juga telah berupaya untuk menssmsitannya melalui
iklan layanan masyarakat di radio, karena UPTD nmetaag radio
merupakan sarana hiburan dan komunikasi yang e&fekti kalangan

masyarakat menengah ke bawah.
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2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM apar atur
UPTD memiliki dua permasalahan klasik dalam hal semdaya
manusia, yaitu masalah kualitas dan kuantitas. &matahan UPTD terkait
dengan sumber daya manusia adalah meliputi peratesal di bidang
kuantitas dan kualitas. Dalam hal kuantitas atenlgh, karyawan UPTD yang
ada tidak memadai untuk menangani wilayah pasay gakup luas, sekaligus
kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan terkagatad kualitas, dalam hal
melakukan tindakan lapangan dan administrasi, tasaiegawai UPTD masih
perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan segaksimal. UPTD terus

berupaya untuk melaksanakan peningkatan dalanmireg¢¢ara optimal

E. PENUTUP
Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan P@sBeraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang ReiriBelayanan
Pasar dapat dilihat dari prosedur pemungutan gegtgerapan sanksi
administrasi terhadap pedagang pasar. Pemungutésuse pelayanan di
pasar Kabupaten Tuban dilakukan setelah penetapah retribusi
pelayanan Pasar di Kabupaten Tuban yang diukurabarkan tingkat
pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengemaupgutan pembayaran
retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonondan Pariwisata
Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Dinas Ralsapaten Tuban
sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan gbelgawai unit
Pelaksana Unit Dinas (UPTD). Jenis pelanggaraandaktribusi adalah
keterlambatan pedagang sebagai wajib retribusndat@mbayar retribusi
serta memindahkan izin berdagang kepada pedagamgalapa seizin
UPTD. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepada waktunya
atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi adrasiiberupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumtabusi yang terhutang
atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRRt(sagihan retribusi
daerah). Jenis-jenis pelanggaran yang ada dalarbust antara lain

adalah keterlambatan dalam membayar retribusi segtaindahtangankan
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hak berdagang di pasar tanpa melapor pada UPTBndtgran ini terjadi
karena faktor-faktor dimana pedagang merasa tidék tagihan dari
UPTD dan tidak ada inisiatif pribadi untuk membaysedagang beberapa
kali terlambat membayar sehingga denda menumpukteldau besar
untuk dibayar pedagang, kemudian juga faktor petatjdak mengetahui
kemana harus membayar retribusi.

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribuaygredn Pasar di
Kabupaten Tuban, yaitu masyarakat yang masih beh@mgerti tentang
pentingnya retribusi pelayanan pasar ini bagi daekemampuan dan
ketrampilan pegawai yang belum merata, pengolateia gang belum
tertata secara baik, kurang tertibnya pelaksanaimingstrasi UPTD
karena terkendala fasilitas dan Perpindahan hak ddlri pedagang lama
ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada DPTD Pasar.
Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Relaksana Teknis
Dinas berupaya melakukan upaya-upaya sebagai heriK)
Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan membeiiarmasi yang
seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagdiamantara lain
spanduk, dan papan himbauan serta siaran radioMg)gupayakan
peningkatan kompetensi SDM aparatur; (3) Melakyb@mdataan retribusi
daerah; (4) Melakukan monitoring dan pengawasana spenagihan
kepada wajib bayar retribusi daerah (5) Memantapkaordinasi dan
konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daé@ahviengupayakan

pemenuhan sarana mobilitas.

Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 19 PeraturaraB@&Nomor 04 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperjelfisertegas dan
dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Karena Rasabut masih
memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi defapabila pedagang
tidak membayar sanksi retribusi. Diharapkan agamgpeasan dalam
pembayaran dan pemungutan retribusi lebih ditidgkat agar

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangsmdminimalisir.
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2. Sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasargtititkan agar pedagang
pasar yang memanfaatkan jasa Pasar Kabupaten Bdimgai tempat
pertemuan antara penjual dan pembeli semakin sadar pentingnya

fungsi retribusi pelayanan pasar tersebut
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